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ABSTRAK :   –  Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, yang bertujuan agar reformasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah senantiasa memberikan manfaat dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Juga dalam rangka meningkatkan pengelolaan 
keuangan daerah perlu adanya perencanaan dan penganggaran keuangan daerah 
yang dilakukan dengan baik melalui adanya penyederhanaan prosedur 
pengelolaan keuangan daerah. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 
– UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 

1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014;  UU No 30 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 
2022; PP No 56 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020. 
 

– Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian 
Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan 
Pengawasan. Keuangan Daerah meliputi : hak daerah untuk memungut pajak 
daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak 
ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola 
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang 
dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau 
kepentingan umum. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi 
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
APBD sebagaimana dimaksud merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 
melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 


